TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.6066 KEUANGAN. BIAYA OPERASI. PPH. Bidang Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi. Perubahan. (Penjelasan
atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 118)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010
TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN
PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Dengan adanya paradigma yang berkembang di dalam pengelolaan
Minyak dan Gas Bumi adalah bertujuan untuk meningkatkan ketahanan
energi, mendorong berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas
tinggi dalam skala nasional pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi yang membantu tersedianya barang strategis, dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga untuk mendukung hal
tersebut perlu fleksibilitas dalam penentuan bagi hasil, pemberian insentif
dalam Kegiatan Usaha Hulu baik insentif fiskal maupun non fiskal.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dan meningkatkan penemuan
cadangan Minyak dan Gas Bumi nasional serta iklim investasi serta lebih
memberikan kepastian hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya
Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di
Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dianggap sudah tidak sesuai

dengan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan perubahan.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 3
Ayat (1)
Dalam hal kontrak kerja sama di bidang usaha hulu
Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah menyediakan
sumber daya alamnya sedangkan Kontraktor wajib
membawa modal dan teknologi. Konsekuensinya
bahwa Kontraktor tidak diperkenankan membebankan
biaya bunga maupun biaya royalti dan sejenisnya ke
dalam biaya operasi yang dapat dikembalikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 4
Ayat (1)
Pada dasarnya seluruh pengeluaran atas barang dan
peralatan yang dibeli oleh Kontraktor merupakan milik
negara, sehingga pegeluaran tersebut merupakan biaya
operasi yang dapat dikembalikan oleh Pemeritah
kepada Kontraktor berdasarkan harga perolehan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 8
Cukup jelas.
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Angka 5
Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bentuk Insentif Kegiatan Usaha Hulu antara lain
berupa investment credit, Imbalan DMO, dan depresiasi
dipercepat.
Yang dimaksud dengan Investment Credit adalah
tambahan pengembalian Biaya Modal dalam jumlah
tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas
produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk
pengembangan lapangan minyak dan/atau Gas Bumi
tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Bentuk insentif penerimaan negara bukan pajak
antara lain berupa kebijakan dalam pemanfaatan
barang milik negara yang digunakan oleh Kontraktor
dalam Operasi Perminyakan dan kemudahan lainnya.

Angka 6
Pasal 10A

Angka 7

Penetapan besaran bagi hasil yang dinamis dimaksudkan
untuk pembagian keuntungan dan resiko terhadap
perubahan-perubahan yang mempengaruhi kegiatan
Minyak dan Gas Bumi, antara lain: perubahan harga
Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tingkat produksi Minyak
Bumi dan/atau Gas Bumi, rasio antara penerimaan

(revenue) dan biaya Operasi Perminyakan.

Pasal 11

Ayat (1)
Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah

sama dengan biaya yang akan dikembalikan oleh
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Pemerintah kepada Kontraktor dalam rangka Kontrak
Kerja Sama, demikian pula sebaliknya. Prinsip ini
biasa dikenal dengan nama uniformity principle.

Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
ini merupakan biaya yang menjadi dasar dalam
penghitungan bagi hasil dan penghitungan

Penghasilan Kena Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang termasuk biaya yang terkait dengan aktifitas
pemrosesan Gas Bumi sampai dengan titik
penyerahan antara lain biaya pemrosesan
Liquefied Natural Gas (LNG).

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang termasuk biaya penyusutan antara lain
berupa:
1. fasilitas produksi;
2. gedung kantor, gudang, perumahan;

3. mesin dan peralatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a
Termasuk dalam biaya pemindahan gas dari titik
produksi ke titik penyerahan adalah biaya untuk
pemasaran.

Huruf b
Cukup jelas.
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Angka 8
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Dihapus.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
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Yang dimaksud dengan "biaya langsung kantor

pusat yang dibebankan ke proyek" adalah biaya

yang terkait langsung dengan kegiatan Operasi

Perminyakan di Indonesia dengan syarat:

1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga

di dalam negeri;

2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja

Indonesia; dan

3. tidak rutin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Menteri Keuangan paling sedikit mengatur

mengenai waktu pemberlakuan remunerasi.
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